
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN 

ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat 
(1) huruf d dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, 
dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa 
berupa Alokasi Dana Desa mengalami penambahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 
51 Tahun 2023 tentang Tentang Pedoman 
Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi 
Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi 
Daerah Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2022 tentang Tata 
cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa 
Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 55);

8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 
25);

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG 
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG 
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN 
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI 
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 
Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, 
Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian 
Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 
Nomor 51) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 4
(1) ADD dan Bagian dari hasil pajak dan retribusi 

daerah bersumber dari APBD tahun 2024.
(2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2024 dilakukan 

penambahan anggaran pada APBD Perubahan 
sebesar Rp. 18.545.921.022,- (delapan belas milyar 
lima ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus 
dua puluh satu ribu dua puluh dua rupiah), 
segingga total pagu ADD Tahun 2024 setelah 
dilakukan penambahan menjadi
Rp. 104.799,144.922,- (seratus empat miliar tujuh 
ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat 
puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua 
rupiah).

(3) Besaran Bagian dari hasil pajak dan retribusi 
daerah pada ayat (1) sebesar Rp. 533.000.000,- 
(lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) 
Pasal yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Penyaluran ADD Tambahan dilakukan setelah 
Kepala Desa melakukan pengajuan transfer ADD 
Tahap III;

(2) Penyaluran ADD Tambahan dilakukan setelah 
Kepala Desa menyampaikan:
a. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 

Tahun 2024;
b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 

Penjabaran APBDesa Tahun 2024;
c. Dokumen Perubahan RKPDes;
d. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan;
e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala 

Desa;
f. Kwitansi;
g. Fotocopy NPWP desa;
h. Fotocopy Buku Cek.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Penggunaan ADD diprioritaskan dalam rangka 
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang 
meliputi:



a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. belanja tak terduga.

(2) Pagu anggaran ADD bagian dari hasil pajak dan 
retribusi daerah diberikan dalam rangka:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
infrastruktur lingkungan Desa;

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kesehatan;

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;

d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta 
pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana prasarana ekonomi; dan

e. pelestarian lingkungan hidup.

(3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 ) huruf a sesuai dengan kewenangan yang 
dilimpahkan kepada Desa meliputi:

a. tambatan perahu;
b. jalan pemukiman;
c. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah 

pertanian;
d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
e. lingkungan pemukiman masyarakat Desa; 

dan/atau
f. infrastruktur lingkungan Desa lainnya sesuai 

kondisi Desa.

(4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pada huruf b sesuai dengan kewenangan yang 
dilimpahkan kepada Desa meliputi :

a. air bersih berskala Desa;
b. sanitasi lingkungan;
c. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk pos 

pelayanan terpadu atau bentuk lainnya;
d. melakukan pencegahan dan penanganan 

percepatan penurunan stunting, dengan 
kelompok sasaran meliputi:
1) Remaja;
2) Calon pengantin;
3) Ibu hamil;
4) Ibu menyusui;
5) Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh 

Sembilan) bulan.



e. melakukan pencegahan Open Defecation Free 
(ODF), dengan cara pembangunan Mandi Cuci 
Kakus (MCK);

f. pembangunan sarana dan prasarana 
kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(5) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c sesuai dengan kewenangan yang 
dilimpahkan kepada Desa meliputi:

a. taman bacaan masyarakat;
b. pendidikan anak usia dini;
c. balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; 

dan
e. sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

(6) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d sesuai dengan kewenangan yang 
dilimpahkan kepada Desa meliputi:

a. pasar Desa;
b. pembentukan dan pengembangan badan 

usaha milik Desa;
c. penguatan permodalan badan usaha milik 

Desa;
d. pembibitan tanaman pangan;
e. penggilingan padi;
f. lumbung Desa;
g. pembukaan lahan pertanian;
h. pengelolaan usaha hutan Desa;
i. kolam ikan dan pembenihan ikan;
j. kapal penangkap ikan;
k. gudang pendingin (cold storage);
1. tempat pelelangan ikan;
m. tambak ikan dan udang;
n. kandang temak;
o. instalasi biogas;
p. mesin pakan ternak; dan
q. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai 

kondisi Desa.

(7) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e sesuai dengan kewenangan yang 
dilimpahkan kepada Desa meliputi:

a. penghijauan;
b. pembuatan terasering;
c. pemeliharaan hutan bakau;
d. pengembangan dan pemeliharaan ekowisata 

Desa;
e. perlindungan mata air;
f. pembersihan daerah aliran sungai;
g. perlindungan terumbu karang; dan
h. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana 
Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale 
pada tanggal 05 September 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale 
padatanggal 05 September 2024

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

MOHD. IDHAMNUR
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 32
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